BANT&N DI TENGAH
DISKURSUS D%N TAN?ANGAN MEGAPOLITAN

- Abstrak

T_'G'é'n”c'l'u_%}g Ismé'h'tc_a _

i DlSkUFSJ%' mengenar megapoh!fan makin mﬂ!uas, tidak saja dalam

perspektif subyek yang terlibat didalamnya namun juga berbagai

"spakufasi vang = berkembang seputar perdebatan menganai

megapolitan itu. Mulai dari soal spekulasi skenaric pencaglokan
wilayah, dirugikannya sejumlah daerah vang akan kehilangan PAD-
nva, hingga perdebatan mengenal sksistensinga dalam konteks UU
Pemerintahan Dasrah vang berlaku. Kendati berbagel pihak mulai
jernih menelaahnya dalem konteks akademis dan yuridis, namun
tetap saja yang mengemuka sebagal wacana  publik  adalab
penclalkan ‘mentah-mentah’ atas mahluk yang bernama megapclitan
itu. Dan tentu bila kesimpulan akhir yang kemudian bermanifes
hingga pada pengambilan siksp atas diskursus itu lebih didasarkan
pada opini publile yang berkembang (populer atau tidak populer),
maka tentu akan menjaci tidak fair disamping terkesan menutup diri
terhadap perubahan,

Diskursus mengenal megapolitan itu sendiri muncul beriringan
dengan rencana amendemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999
Tentang Daerah Khusus Ibukots Jakarta, yang dipandang tidak lagi
mampu mewadahi dinarika dan problematika yang menjadl beban
ibukota Jakarta. Cleh karsnanya tulisan ini pun secara garis besar
akan difokuskan pada 3 (tiga) telashan vtama, yaltu: persodlan
rencana amendemen terhadap Undang-Undang DKL Jakarta;
megapolitan sebagal solusi alternatif bagi DKI Jakarta; dan
megapolitan sebagal tantangan bagi Banten sebagai salah satu
daerah penyangga ibukota Jakarta.

Kata Kunci: Megapolitan, amalgamasi, kerjasama antardaerah
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Pendahuluan

Diskursus megapolitan mengemuka nvaris bersamaan dengan
menguatnya kembali perseteruan tentang status kepulauan Seribu
antara DKI Jakarta dan Banten, sehingga dapat jadi spekulasi bahwa
isu megapalitan itu didesain untuk mengalihkan perhatian Banten:pada
persengketaan mengenai kepulauan seribu yang hingga kini belum
selesal. Terlepas dari itu, tawaran megapolitan itu sendiri memang
sangat menggiurkan, terutama bagi masyarakat di daerah yang

- direncanakan masuk daiam kawasan itu yang kebetuian ‘secara

psikologis kecewa berat dengan ’ketidakpedulian’  provinsi  Banten
terhadap infrastruktur jalan yang rusak berat, padahal mereka paham
betul bahwa rata-rata 90% PAD Banten itu disumbang oleh mereka
yang setiap hari melewati jalan yagn rusak itu. Pada sisi lain, otonomi
daerah memungkinkan daerah (kab/kotz) menentukan sikapnya untuk
menerima  atau  menolak megapolitan itu  dengan atau ‘tanpa
persetujuan dari  provinsi. Dan dapat dipastikan, bila kebekuan
Komunikas! politik antara kedua level pemerintahan ini tidak dicairkan
maka bisa jadi perseteruan tentang megapolitan itu justru bukan lagi
menjadi perseteruan Banten dan DKI, namun ‘perang saudara’ diantara
orang Banten sendiri.

Di lain pihak, opini publik lebih banyak berpihak pada DKI karena
Kekhususannya jtu. Didukung dengan kepemimpinan Gubernur
Sutiyoso yang sangat piawai, lobby-lobby tingkat tinggi di DPR-RI,
hingga perhitungan matematis untung-rugi yang sangat cermat, bisa
jadi DKI akan memenangkan perseteruan ini. Perscalannya tinggat
bagaimana kita dan para pemimpin kita mampu membangun
kepercayaan diri untuk berhadapan dengan Sang Jenderal yang
Gubernur Khusus di daerah khusus itu. Bila tidak, maka berarti kalah
sebelum berperang. Dan ciri orang kalah biasanya ditandai dengan
terfakan paling kencang 'sekali tolak, tetap tolak megapolitan’ sebelum
perang sebenarnya dilakukan. Kitakah itu?

Untuk memahami secara utuh suasana psikologis mengenai panasnya
diskursus tentang megapolitan itu, ada baiknya kita me-review sejenak
beberapa berita pembentuk opini publik yang berkembang hingga kini.
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Skaag an. besar 3Lga menjadl referensn surat kabar lokal yaﬂg beredar
d Banteq _ N e L N

Perang Opim ds Medta Massa BN
-J____.*'__Jakarta Megapelltan Perlu Prowns; Baru
-3un" at 03 Pebruarl 2(}06 | 03: 26 WIB '

TEMPG Interakt;f Jakarta Wakll Ketua DPRD DKI Jakas'ta"-"
*Akhmad Heryawan berpendapat - kawasan ‘Jakarta dan daerah .
-'--'nenyangga di-luarnya, yakni Depok, ‘Bogor; Tangerang, ‘Bekasi,
dan Cianjur perlu. disatukandalam ‘satu wadah provinsi ‘baru.:

- "Konsolidasi lebih mudah " katanya di ruangannya kemarin.

-'__Se!a;n soai koordmaa kata dia, pengelolaan dalam wadah satu .
provinsi juga dapat mengatas kesenjangan dalam hal tata ruang
xota dan. wilayah. Soal kesenjangan ini dia mencontohkan
perbedaan ekstrem pada kondisi jaianan di perbatasan. Menurut

“Akhmad, saat inj  sebenarnya sudah terbentuk benih-benih
provinsi baru untuk kawasan Jakarta dan daerah sekitarnya.
Dalam beberapa hail. ielasnya, sudah ada pengaturan bersama
untik wilayah lakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Beberapa
wbidang yang-sudah dikoordinasikan bersama ‘ini adaiah soal
jistrik, telekomunikasi, kepolisian, juga tentara. Namun,
cpembentukan provins) bary ity memerlukan wakiu dan kajian

~yang -mendaiam. “Tidak hanya sehari dua hari,” kata Akhmad.
Beberapa kendala yang menghadang, jelasnya, di antaranya soal
perangkat peraturan dan kesepakatan bagaimana bentuk
hubungan antara lakarta dan daersh-daerah penyangga yang
menjadi bagiannya. Selain itu, kendzla yang lain adaiah
peralihan bentuk daerah tingkat Il di Jakarta sendiri. "Mereka
{daerah tingkat II di Jakarta} pasti juga menuntut jadi daerah
otonom dengan segala haknya,” jelas Akhmad.

-Sementara memperjuangkan pembentukan kKawasan Jakarta
csekitarnya - menjadi provinst  baru, Akhmad mengimbau,s e
sebaiknya saat ini pihak terkait mewuijudkan konsep megapolitan
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vang paling.realistis, -Konsep tersebut adalah Kkoordinasi -yang
sangat kuat antara kKawasan mmegapolitan dalam beberapa hal
dengan komande pusat. "Prinsipnya sabing menguntungkan,”
E -tukas Akhmad. B g TR TR

_ .-::_Jawa Barat Akan Tentukan Sakap Terhadap Megapohtan
. Senin, 06 Pebruari 2006 | 17:20 WIB. '

“CTEMPO" Interaktif, Bandung: ‘Gubernur Jawa Barat Danny."'

“Setiawan mengatakan sudah menyiapkan bahan yang akan
~dipaparkan pada pertemuan dengan Panitia Khusus Rancangan
JuUndang-Undang {RUU) Ibu Kota Negara DP2 membahas konsep
“megapalitan yang ditawarkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

"Prinsipriya, ‘kalau tidak merubah wilayah administratif, kita

“terima,” katanya di Bandung hariini.

Menurut Danny, sikap Jawa Barat akan bergantung pada
tanggapan anggota DPR terhadap konsep megapolitan vang
diusulkan Sutiyoso. Rabu depan pihaknya diundang dalam rapat
dengar pendapat dengan Panitia Khusus itu. Dalam konsep
kawasan megapolitan varg dipaparkan Sutiyoso di depan Panitia
" Khusus RUY Iou Kota Negara, salah satunya mengusuikan status
- dan kewenangan kepala daerah serta DPRD yang berada di
sekitar DKI Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
dan Cianjur tidak berubah. Hanya pertanggungjawaban para
kepaia daerah ity beraiih pada Gubernur DKI Jzkarta. Dany
tegas menolak konsep megapolitan itu jika mengubah wilayah
adiministratif lawa Barat. "Kalau misalnya implikasinya sampai
pada menghapuskan wilayah adminstratif beberapa kabupaten
kota, itu vyang kita tidak setuju,” Kkatanya. la beralasan
perubahan wilayah administratif vang berads di sekbiar DKI
lakarta vang masih merupakan wilayahnya akan mengurangi
PAD lawa Barat. Pasalnya, wilayah megapolitan di Jawa Barat
merupakan penyumbang kas provinsi terbesar,
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Wakil Ketua DPRD Depok Setuju Konsep Megapolitan
‘Senin, 06 Pebruari 2006 | 17:45 WIB

TEMPO Interaktif, Depok:Wakil Ketua DPRD Depok, Amri

~ Yusra, mengatakan setuju dengan konsep megapolitan DKI

Jakarta, "Saya setuju iika konsep megapolitan itu digunakan
sebagal upaya untuk menata wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya -
dalam sebuah koordinzasi antarwilayah," ujarnya hari ini,

" Amri mengakui ‘koordinasiantarwilayah di sekitar DKI Jakarta
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‘memang . periu ditakukan karenz wilayah di sekitar DKI lakarta,

seperti - Depok, Bekasi, dan Tangerang memiliki kedekatan
dengan Jekarta, misainya penduduk yang tinggal di pinggiran
Jakarta itu memiliki tempat kerja di Jakarta, sekolah di Jakarta
dan sebagainya. "Melihat realita yang ada, memang sangat
dibutuhkan keoordinasi atau penataan wilayzh di sekitar Jakarta,”
tegasnya.

Namun, dia  menyayangkan pembahasan RUU  tentang
Megapolitan clelr Pansus DPR itu tidak mengundang perwakilan
dari daerah-daerah yang wilayahnya berdekatan dengan Jakarta.
"Sebaiknya kami juga diundang untuk dapat bertukar pikiran
dalam membahas konsep megapolitan itu,” ujarnya. Dia
menjetaskan, jika konsep penataan antarwilayah itu dilakukan,
maka Depok dapat memberikan kontribusi, misalnya dangan
menjadikan Depok sebagal tempat permukiman atay daerah
resapan air agar Jakarta tidzk banjir. "Itu kira-kira vang bisa kita
tawarkan," ucapnya.

Kota dan Kabupaten Tangerang Dukung Megapolitan
Rabu, 08 Pebruari 2006 | 03:27 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang: Penoclakan konsep megapolitan
oleh Pelaksana tugas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah
ternyata ticdak mempsangaruhi Kota dan Kebupaten Tangerang
untuk menyetujui gagasan Kota Megapclitan Jakarta Gubernur



DKI Sutiyosc. Jury Bicara Pemerintah Kotz Tangerang . Achmad
Chairudin  menyatakan pada dasarnya Wali Kota Tangerang
wahidin Halim bisa menerima proyek megapolitan itu, asalkan
pada pelaksanaan proyek itu tidak hanya digunakan sema'ta
untuk kepentingan - DKI Jakarta saja, melainkan juga harus
melibatkan seluruh daerah-daerah penyangga ibukota. '

Menurut Chairudhng, selama ini kesan yang fampak adalah DKI

daerah-daerah ‘kecil - yang notabene merupakan daerah
penyangga ibu kotaz. "Contoh nyata adalah proyek buswé'\;_
Hingga kini busway berhenti hingga kawasan DKI saja.
Seharusnya  juga Jdilanjutkan  hingga ke daerah-daerah
penyangga ibu kota, seperii Kota Tangerang,” ujar Chaeruddin
kemarin. Sementara itu Juru Bicara Pemerintah Kabupaten

- Jakarta masih terialu . angkuh dan enggan mempercﬁuhkan_._

Tangerang, Ahmad D[Ojabir, mengatakan sepanjang dalam -

pelaksanaannya proyek megapoiitan tidak merugikan, maka
Kabupaten Tangerang-akan setuji dan mendukung penuh proyek
tersebut,

"Asalkan tidak merugikan wilayah Kabupaten Tangerang. Pada
intinya Bupati Tangerang Ismet Iskandar setuju dengan konsep
proyek megapotitan itu. Yang penting dJdalam pelaksanaannya
proyek tersebut harus mengedepankan sistem transparansi dan
menguntungkan semua pihak yang terkait dalam proyek
megapolitan itu," kata Diabir.

Jakarta Segera Ajak Daerah Bahas Megapolitan
Rabu, 08 Pebruari 2006 | 05:03 WIB

TEMPO Interaktif, lakarta: Pemerintah DKI Jakarta akan
segera mengajak perwakilan pemerintah daerah-daerah
penyangga untuk  membahas usulan penerapan  konsep
megapotitan di kawasan Jabodetabekjur {(Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, dan Cianjur). "Sebentar lagt kita undang,
sekarang sedang diagendakan,” ujar Wakil Gubernur DKI Fauzi
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Bowo 'di- Balai Kota kemarin.” Iz menilai daerah yang tidak
menyetujui konsep megapolitan berarti telah mengambit sikap
vang tidak bijaksana. Fauzi mengatakan megapolitan seharusnya
dimaknal sebagai keterpaduan perencanaan antarwilayah. Tanpa
- keterpaduan- perencanaan - itu - pembangunan masing-masing
daerah tidak akan berjalan optimal, )

‘Dia mencontohkan, tanpa perencanaan, bisa jadi satu daerah di

.'‘Depok wyang.sudah. dianaggap -aman karena diposisikan sebagai
Jaluriresapan air justru menjadi lokasi pembangunan perumaban.
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Contoh' lain sdalah pembangunan jalan antardaerah. “"Tanpa
koordinasi tidak akan ketemu,” ujarnya. Untuk kepentingan
kocrdinasi itu, larjutnya, periu ada koordinator yang ditunjuk
pemerintah pusat. Tugas koordinator juga akan mencakup

“penentuan komgensasi dari satu daerah ke daerah Jainnya.

Pemerintah tingkat provinsi yvang membaweahi daerah tingkat 11
yvang berbatasan dengan Jjakarta, Fauzi mengimbau, sebaiknya
tidak melarang daerah-daerabmya tersebut untuk berkcordinasi
dengan Jakarta. “"Masak koordinasi tidak boleh,” tukasnya.
Mengantisipasi kemungkinan tersebut, kata dia, pemerintah
Jakarta sedang mempelajari aspek kewenangan pemerintahan.
Fauzi menandaskan, konsep megapolitan ity bukan gagasan
baru. Dia menyebut kota-kota di negara lain yang sudah
menerapkannya adalah Tokyo, Bangkek, Shanghai. "Jakarta saja
yang belum,” viarnya,

Sutiyoso Yakin Daerah Terima Megapolitan
Rabu, 08 Pebruari 2006 | 11:47 WIB

TEMPQO Interaktif, Jakarta:Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso
optimis  daerah penyangga seputar Jakarta tidak menolak
rencana penerapan konsep megapolitan untuk kawasan Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. "Untuk
kKepentingan bersama aneh kalau menolak,” ujarnya, di Balai
Kota, Rabu (8/2). Yang harus dipahami, dia menegaskan, daerah



o RAkyat)," kata dia yakin, ...

tidak akan menderita kerugian terkait penerapan konsep
tersebut. "Mereka tetap Banten, Jawa Barat, apa yang ditolak,"
ujarnya. Sutiyoso berkeyakinan sikap penolakan daerah -atas
megapolitan ini belum merupakan sikap akhir. Dia hanya
menganggap sikap itu karena daerah belum mengetahui konsep
tersebut dengan jelas. "Bukan menolak, belum tahu saja, nanti
_.akan mengetahui kalay sudah ketemu DPR (Dewan Perwakilan

' Sutiyoso: Megapelitan Sudah Punvya Landasan Hukum
. Kamis, 09 Pebruarl 2006 | 15:36 WIB

TEMPO Interakiif, Jakarta:Gubernur DK Jakarta Sutiy_o'so

mengemukakan, kKonsep megapolitan:  vang diusuikan”

penerapannya di kawasan Jakarta, Bogor, Depck, Tangerang,
Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) sebenarnya sudah memiiiki
landasan hukum. Menurut Sutiyoso, prinsip megapolitan sudah
disinggung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. "Undang-Undang 32
rmengnaruskan penataan tata ruang secara sinergis,” jelasnya di
Balai Kota hari ini. Dia menambahkan, penerapan megapolitan
untuk kawasan Jakarte dan sekitarnya itu sudah memitiki embrio
dengan adanya Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabek.
"Kita sudah sering bertemu, inginnya kita iembagakan dan
diperkuat  dengan undang-undang,” tukasnya. Prinsip
megapolitan, kata Sutiyoso, harus menguntungkan semua pihak.
Dia menjamin daerah sekitar Jakarta tidak akan dirugikan. "PAD
(Pendapatan Asli Daerah) tidak akan kita ambil, yvang jadi bupati
tetap bupati, juga wali kota," jelasnya. Menurut dia, daerah
justru akan diuntungkan, setidaknya pada infrastrukturnya. "Bisa
jadi busway kita usulkan sampai Tangerang, monorel sampai
Bekasi, subway sampai Depok,”.

23



) _Sutn,oso Jangan Curigai Megapoi:tan
Jum'at, 10 Pebruarl 2006 | 12:56 WiB . :
CTEMPO ~ Interaktif, = Jakarta:Gubernur DKI _ Sutiyoso

'_"_':mengatakan pehoEakan daerah ~terhadap kensep .megapolitan
- merupakan sikap buruk sangka “Konsep ini Justru memberikan

-'fkesejahteraarz bagi daerah Jangan cunga duiu,” katanya Jumat
(10/2) -di Jakarta. ‘Dia menambahkan, ‘konsep ‘megapolitan

" “bersifat ‘aiamiah, “sudah ‘menjadi Kebuzunan Jakarta ‘sebagai ibu
©keta. Jumlzh Cpenduduknya  semakin meningkat, tapi tidak

disertai ruang. yang luas. Ini akan.  menyebabkan over-ioad.
Dalam konsep megapolitan ini, katanya, pembangunan akan
lebih optimal, tanpa harus ada perubahaﬂ taLa pemerintahan

~Gupiernur dan Walikota.

et

£

.:Ada Agenda Terselubung dalam Konsep Megapolitan

~Jum'at, 10 Pebruari 2006 | 16:34 WIB
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TEMPO Interaktif, 3akarta: Anggota Dewan Perwakiian Rakyat
Dasrah Depok, Babai Suhaimi, mensinyalir ada agenda
terselubung dalam konsep megapolitan. Konsep megapolitan
yang intinya mengkoordinast wilayzsh lJakarta, Bogor, Depck,
Tangerang, Bekasi, dan Cianjur, itu didengungkan oleh Gubernur
DKI Sutiyoso. Agenda terselubung yvang Babai maksud, adanya
pencaplokan atau penarikan wilayah yang ada di sekitar Jakarta
ke dalam wilayah DKI. "Nanti wilayah di sekitar Jakarta itu akan
menjadi satu dengan DKL, ujarnya di gedung Dewan, Jumat
slang tadi. "Tendensinya, ada apa Pak Sutiyoso begitu
bhersemangat?,” tanya dia.

Babai mengatakan, jika konsep megapoelitan mengatur
bagaimana penataan Jakartz dikaitkan dengan wilayah-wilayah
disekitarnya, dirinya setuju. Berbagai persoalan vang seharusnya
bisa dikoordinasikan. Misalnya masalah banjir yang melanda
Jakarta. "Pepok memiliki daerah resapan air vyang bisa
dikembangkan,” ujarnya. Ketua DPRD Depok, Naming D. Bothin,



menambahkan, sampai saat ini belum ada pembicaraan resmi
'mengenal konsep megapolnan "Kaml belum ada Langgapun soal
itu,” uJarnya :

.-MEGAPOLITAN DIBUTQHKAN HNT%JK KESEIMBANGAN

-LINGKQNGAN

Ja karta (ANTARA News)

Konsep - Megapolltan yang dltawarkan Gubemur DKI Sut;yosoi

sangat dibutuhkan untuk keseimbangan lingkungan antera -DKI
“Jakarta dan ‘wilayah daerah penyangga ibukota Tangerang,
- Depok, Begor, Bekasi dan Cianjur.

"Kesimbangan lingkungan vang d;kelola dalam satu komando
..sangat diperlukan untuk.menjaga lingkungan di Jabodetabekjur
tersebut,"  kata Dosen Fakultas  Matematika dar  Iimu
Pengetahuan Alam (MIPA), Geografi, Universitas Indonesia {Ul),
Tarscen Waryono, di Jakarta, Selasa (14/2). Tarsoen yang
memperoleh Piala Kalpataru tahun 2005 untuk kategori Pembina
tingkungan, lebih fanjut mengatakan sebenarnya diterapkan atau
tidak konsep megapolitan keseimbangan lingkungan harus tetap
dilaksanakan dalam satu kesatuan tata ruang.

"Aturan yang sangat mendasar dalam pengelolaan lingkungan
dalam satu komando sangat diperlukan, jadi konsep megapolitan
periu mendapat dukungan,” kata Tarscen yang juga menjadi
Pengelola Lingkungan Hutan Kota Ul. Menurut diz daerah-daerah
penyangga Jakarta tersebut, dilalui oleh daerah Aliran Sungai
(DAS) sehingga perlu pengaturan atau tata ruang vyang
menyeluruh antara Jakarta dan daerah-daerah penyarggah
tersebut, agar dalam melaksanakan pembangunan harus
memperhatikan keadaan lingkungan disekitarnya.

Untuk membahas kesimbangan lingkungan tersebut, Tarsoen
mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan Badan
Pengelcla Lingkungan Hidup {BPLH) DKI lJakarta untuk duduk
bersama guna memahami konsep megapolitan kiatannya dengan
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“aspek lingkungan. “la “mengatakan “pemahaman pengeloiaan
~lingkungen-.perlu dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi
kerusakan lingkungan yang fatal, yang berdampak terhadap
generasi mendatang. "Dampak dari kerusakan lingkungan tidak
--Iangsuﬂo dirasakan. saal ini tapi akan dirasakan pada masa 25
tahun 'yang akan datang," jelasnya. Dikatakannya Jakarta yang
merupakan merupakan kota tropls dunia dimana  sekitar 85
persen merupakan daerah pemukiman - kota untuk itu dlperlukan
R 'daerah resapan air bag: Wllayah sexltarnya : '

.__Kmsep Megapolitan pertama kali - dilontarkan Guoernur DKI
©.1966-1977,  Ali Sadikin - yang mengemukakan sebutan
megapolitan 3abotabek  vyang muncul dari  kelompek ahli
‘perkotaan dari  PBB vyang datang ke Jakarta pertengahan
-~ ‘dasawarsa 50. "Pambangunan megapoiitan harus didahului
“pembangunan kota-kKota di sekitar Jakarta,” katanya ketiks itu.
Pembangunan itu antara lain dengan membantu kota-kota
‘sekitar Jakarta menyediakan lapangan keria, serta memperbaiki
sektor transportasi umum, Dalam kensep megapolitan saat ini
Sutivoso mengatakan empat kabupaten di sekitar Jakarta itu
tetap ctonom dan tetap sebagai bacian dari Provinsi Jawa Barat,
hanya melakukan kerjasama dan koordinasi vyang saling
menguntungkan dengan Jakarta.(*)

Hakikat Megapolitan

Megapolitan merupakan kawasan yang terintegrasi dalam satu jaringan
hubungan antara wilayah induknya (metropolitan} dengan wilayah-
wilayah di sekitarnya (micropoiitan). Istileh megapdlitan itu sendiri
terlacak pertama kali digunakan oleh Jean Gottmann pada tahun 1961
dengan istilah “megalopolis” untuk maksud yang sama. Istilah
rnegalopolis itu sendiri sering dikaitkan dengan konsep sosiclogi yang
menggambarkan tahap-tahap perkembangan kota mulai dari
mikropolis, metropolis, kosmopolis, hingga nekropolis, disamping teori
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ekumenopolis yang menyatakan bahwa daerah-daerah urban dalam
perkembangannya akan menyatu atau menjadi satu.

Dengan memahami aspek sosiclogis mengenai sejarah pembentukan
dan perkembangan kota maka sebenarnya megapoiitan atau apapun
~-sebutannya -merupakan sebuah keniscayaan alamiah dari tahap-tahap
‘perkembangan kota vang tidak dapat dito'ak ataupun dinindari.
- Kompleksitas permasalahan kota sebagai karakteristik dari wilayah
perkotaan (urban area) pada satu ketike akan memaksa kota beserta
“masyarakatnya ' untuk - mencari jalan®keluar guna mengatasi
permasaiahan yang tidak dapat diselesaikan olehnya sendiri. Pada titik
initah  kesadaran  akan interdependensi antarwilayah merupakan
keniscayaan dari bekerianya hukum ekologi mengenai keseimbangan
lingkungan dan daya dukung lingkungan, sehingga parsialitas yang
selama ini terjadi dalam pengelolzan alam dan lingkungan yvang
mengatasnamakan- otenomi © daerah itu - pada- akhirnya —akan
mengintegrasikan kembaii kepentingan bersama untuk mengatur dan
mengelola lingkungan secara bersama-sama sebagal satu-satu jalan
untuk menjaga kefangsungan hidup, daya dukung iingkungan terhadap
kehidupan manusia, serta keiestarian alam.

Untuk memahami lebih dalam mengenai apa dan bagaimana
megapolitan itu, tentu harus pula melihat definisi yang telah termanifes
pada beberapa contoh yang dapat menjadi preseden, sebab secara
teoritis konsep mengenai megapotitan itu sendiri bukanlah konsep final
melainkan konsep yang terus bermetamorfose menuju pada idealitas
yang juga dinamis. Menyadari ini maka melihat praktek pembentukan
dan pelaksanaan kebijakan Megapolitan itu juga menjadi penting guna
mendefinisikan megapolitan seperti apakah yang akan dilakukan di
sini. Apa yang telah dilakukan di Amerika nampaknya cukup menjadi
bahan untuk mencari definisi ftu.

Dalam Ensiklopedi Encarta ditemukan istilah megalopotis yang dalam
perspektif sejarah dikenal sebagai ibukota bangsa-bangsa Arkadia pada
abad 4 SM, vyang kemudian - diadopsi oleh Gottrnan  untuk
menggambarkan wilayah perkotaan yang sangat luas, sebagaimana
dijelaskan dalam kutipan berikut:
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o Megalopohs caprta! of the Arcadian League in the 4th

century BC and part of the Achaean League beginning in

. the 3rd esatury -BC. The Arcadian League was a pciitical
. ‘and rmilitary-confederation of -ancient cities of the central
. Pelopdnnisos, ‘the.peninsula. forming the southern part of .

Greece. . Some time after the dissolution of the Arcadian

- League, Megalopolis joined the Achaean League. The term
+-.megalopolis-was adopted by the French, geographer Jean =
""-"Io;;a Gottrman to dcscr;ue -any-large urban-area. g

Daerah yang dlzdentsﬂkasmya sebagai megalopolis atau megapolitan
ity ‘memiliki karakteristik tertentu, yang menyangkut populasi, serta
ciri ekonomi wilayah dan masyarakat kota, sebagaimana dapat kita
peroleh dalam ensiklopedi yang sama sebagai bertkut:

“Three characteristics define ‘Megalopolis as a distinct -
region: high populaticn density, major urban centers

growing toward one another, and a large demand for

primary goods that are brought in from other regions.

Moreaver, it i @ region of social and economic

superlatives—urban conveniences and problems, great

‘wealth and poverty, high population concentrations, and

“one of Lhe worid’s most varied population mixes.

Di samping |tu, fuas wilayah = vyang Kendati berkorelasi dengan
kepadatan penduduk - tidak diidentifikasi sebagal ciri khusus -wilayah
vang disebut megapoltan tersebut. Di Amerika sendiri, wilayah yang
dikenal sebagai wilayah megapolitan itu terbeniang sepanjang lebih
dari 800 km sepanjang Timur Laut hingga Barat Daya Benua Amerika
yang luasnya hanya sekitar 130.000 kilometer persegi atau hanya
sekitar 1 persen dari keseluruhan luas benua Amerika. Pengertian ini
dapat kita percleh dari pengertian-pengertian berikut:

The region known as Megalopolis is a2 heavily populated
area extending more than B00 km (500 mi} along a
northeast-southwest axis from southern Maine to southern
Virginia. Although it encompasses only 130,000 sq km
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{50,000 sqg -mf),- df-'-abdut-‘--‘i *:-percent of “the continent;--"'i SO

Megalopolis.-held some 45 .million -pecple in the late 1990s,

. "the . second. largest population of any U.S. region. It
| <. contains the world's greatest concentration of urban areas.
... The region sits on the coastal plain ajong the .northeast. .
- -edge. of the Umted States. :The eastern boundary of =~
.':"_Megalopolrs is. the Atlantfc “shoreline. - On the western

3 -'-boundary of: Megalo,oohs hfgh urban. popuiat:on dens:t/es___'_'_:..___
“and’ land-use patterns  fade gradually into “the Jower

populatron densrt:es and. Iand use patterns of rural areas.. -

The inland boundary .is deﬁned toward the south by the ..

Appalachian hill lands and in the north by a transition zone
that gradually ‘gives way tothe rural communities of
upstate New Yo:k and northern. New England '

""Wllayah megapolitan

Juga dudentlﬂkaSI dari karakteristik ekonoml

wilayah = yang ' saling berbeda, - namun  membentuk hubungan
interdependensi yang intensif.'Gambaran tentang pengertian ini dapat
disimpulkan dari wilayah megapolitan di Amerika sebagai berikut:

The western portion of Megalopolis appears quite different
frorm the skyscrapers and urban frenzy of the east. The
small farms and gentle hills, however, serve the east with
agricultural products and with guiet, beautiful scenery that
provides a welcome escape for city dwellers whose day-to-
day contact with the natural environment is practically

nonexistent. (Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2001)

URBAN MA3IOR CHARACTERISTICS

AREAS CITIES

The Merrimack | Manchester, Area of diversified industry and urban
Valley of New spiltover fraom the Boston area. During
Hampshire and | Nashua, NH the 19th century the textile industry
northern Lowell. MA arcund Lowell initiated the U.S. Industrial
Massachusetts ' Revolution.

Metropolitan Boston, MA Boston is a major port. The metropolitan
Boston area is a major center of high technology

Worcester, MA
Brackton, MA

manufacturing, publishing, banking, and
finance. More than 70 ipstitutions of
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Basin -

New Bedford, -
MA o i

~oizarmaejorfishing 'port and i

URBAM. ... "MAJOR | CHARACTERISTICS

AREAS CITIES ' ST :
: 1 higher learning are located'in and around
Boston. As the birthplace of the American
Revolution, Boston attracts many tourists

y B T8 I to its historical sites. . . ..

Narragansett Providence, RI .| This urban region has a general industria
‘ Fali River, Ma 1 base. Providence is a significant producer

of jeweiry and silverware, New Bedford is

‘was the center-of the U.S. ‘whaling. =
industry during the 19th century.

Connecticut
Valley "

'+ Springfield, MA

Hartford, CT
Mew Haven, CT

‘Hartford is a feader in the insurance

industry. Diversified light industries,
including hardware, firearms, and
elecironic equipment, predominate in
other locations.

Albany
Metropelitan
Area

Albany, NY. .
Troy, NY
Schenectady,
NY

1 Albany serves as the capital of New York
State. The region’s gconomy is based

largely on state government, but the
metropolitan area also serves as a
regional center for banking and
manufacturing. Albany sits at the
junction of the Hudson River and the Erie
Canal, which served until 1959 as the
major water shipping route between the
Atlantic and the Great Lakes.

Metropolitan
MNew York

New York, NY
Newark, MNJ
Paterson, NJ

Located at the core of Megalopolis, New
York City is the most important urban
center in the world, It is the busiest port

-in the United States and a leading center

of industry, entertalnment, culture, and
world finance. Thousands of corporations
make their headguarters here, Large
numbers of immigrants make the region
a center of ethnic and racial diversity.

Metropolitan
Philadelphia

Philadeiphia,
PA

Trenton, N)
Camden, NJ
Wilmington, DL

Philadelphia is a major port city and
transportation center. The area’s
economy centers on chemicals, medical
supplies and services, printing and
publishing, banking, and diversified
manufacturing.

Metropaolitan
Baltimore

Baltimore, MD

During the late 20th century, Baltimore,
a major seaport on Chesapeake Bay, has
emerged fror_n urban decay with an
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FURBAN. - | MAJOR .~ cmancremsr:cs :
: AREAS oo CITIES e vl

;- .aggrasssve pregram of rewtahzatton
Z=ithat has attracted tourists and given new
iy dife'to the downtown'area, Ttis a major:
- jmdustrlal research and educatlonai
AR silani  centerss ¥ :
“i:Metropolitan -+ Washington, & Washmgton is the nation’s capital’ The :
(iWashington,. DC e federal government employs.a o
DC .| substantial work force,smany of whom
A fcommute from i hormesiin surroundin
ool suburbs:iiTourism attracts many visits:
.| government buildings and monuments,
including dozens of museums such =
1 as the Smithsonian Institutien and the :
Museum-of Natural History. |

| Metropolitan Richmond, VA As the capital of Virginia and the former
Richmond . S capital of the Confederacy, Richemond has

R T it . Ak W) 7 =, . ot v gty S A long herltage Of SOUthErn Cb’ture and

1 politics. It serves as the commerciai anc%

fmanc:al center for the surrounqu

region.
Hampton - MNorfoik, VA | Norfolk’s excelleﬂt natura! harbor hosts a
Roads ' . ' - i Hampton, VA large maritime, military, and shipbuilding

center, Hampton Roads is a majer grain
and coal exporting port. Nearby are three
of Virginia’s colonial period historic sites;
Nf\wport MNews, | williamsburg, Yorktown, and Jamestown.

Portsmouth,

‘Dalam literatur lain, Lange dan Dhavale mengidentifikasi 10 wilayah
megapolitan di Amerika yang masing-masing memiliii ciri berbeda
Megapoiitan itu sendiri didefinisikannya sebagai:

"Megapolitan Areas (or Megas) are infegrated networks of
metro- and micropolitan areas. A Megapolitan Area combines
at least two contiguous metropolitan areas and is projected
to have more than 10,000,000..... It alsc occupies a roughly
similar physical environment. The U5 has ten Megas, (see
table below) with six in the eastern half of the US and four in
the west. Megapolitan Areas extend info 35 states, including
every one east of the Mississippi River except Vermont.
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N f‘f‘egapohtan Areas coni’amed iess than a fnth oF a,” land area’
-in the jower 48. states, byt captured more than two-thirds of
total US population with almost 200 million people. A direct
functional relationship such as commuting does not exist at
Uthe megapohtan scale, however.“The area js simply too large
to make daily ‘trics possible between distant sections. But
Lommutmg isjust one--albeit "key—way to show regional

j busmess

finkages,

cultural:

~cohesion. . Other. integrating - forces are. goods - movement, -
‘commonality and physical

. environment. (Robert E. Lan_ge & Dawn Dhavale, ‘America’s
:Megapolltan Area’ 2005)

Fagapalitan

32

sgapelitan Erguest S1gnature Fuwp. =5 e
EICN tates Fiztia Industru’ Fres wote ™"
Caziodia OR WA Seatile Berospace Bem.
Gubf {oast ALOFLL LA HS Tx Houston Enaggy Rep.
138 Larrido K, MR R Gallas High Tach LET
Pduest LM, kY, WL Chicago Hanufactunng Lam

OH, Po, oy %l
Mogtat 1A, NG Lan FrEnse High {=ch lem.
Magthzact CTDE, 144 M. ’IE MH. Hew Tork fRance Dz,
M3, HY, B8, fIL vh, WY

Permnsuls fL Hizms Tounsm Rep.
Piedmant TAELNE M TM, SO, 48 Atlanta Legistics Trade Hep.
Seuthland Ca Ky lem Angelez  Entertsinment lom.
Valley of Ar Pheenix Haime Building Hep
the Sun

* The industry most easily identifi ed with leading metros in the megapolitan area.
#* political leaning based on the 2000 and 2004 presidential elections.



g “ Megapolitan 'vang ada tctap ‘dapatsmenjaga kensistensi: implementasi -

'--::-Berdasarka'l_ Dengertaa “diatas, beberapa karakteristik Megaposltaﬂ

'_ .'_-_Pacia konteks yang terakhlriah sebenarnya ;réphkas; pentmg wdari
1j:;-Mega§:~o§|tan kU terjadl i Amerska ‘diman

nergi: ‘perencanaan. fata
oruangidan: wniayah antar . negara; bagzan yang .tergabung ‘dalam 10

©tataruang: tersebut” karena’ menyangkut kepentmgan ‘bersama wilayah.
o dan ma:yarakat di witayah tersebut: Tabel berikut ini menggambarkan'
perencanaan:regional wilayah megapolltan berdasarkan jenis industri -

yang boleh dlkembangkan dl mas:ng masmg wnlayah megapchtan_

tersebut.

'_3_'Imphka51 !am dc:[’l praktek Megapolttan dl atas adalah tetap utuhnya
~eksistensi ‘masing-masing- negara. baglan beserta hak, kewajiban, :dan

' }_'-tanggungjawabnya Megapolitan di Amerska tidak membentuk wnlayah
- “baru atau memperluas thayah negara. baglan satu dengaﬂ mengurangt '

-'wnayah negara bagian yang lain karena pengakuan atas eksistensi dan

- ' ‘kedauiatan .masing-masing . negara . bagian .. tersebut ?era.anyaannya

. kemudian adalah, apakah. implikasi ini dapat diadaptasi dalam negara
kesatuan mengingat daerah dalam negara kesatuan ‘tidak memiliki’

. kedaulatan dengan deﬂmsn yang sama dengan negara bagnan pacia

' ~negara federasi? . : : . :

___Untuk menjawab hal tersebut maka UU No, 32/2004 tentang
:Pemerintahan Daerah harus menjad; ru;ukan persama.. Ul .ini
sebagalmana klta paham; menganut pr:ns&p otonoml daerah atau_
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.kemandirian daerah.dalanm ‘mengatur urusan rumah tangganya sendiri
- dalam kor dor-NKRI. Dengan otonemi itu maka-nyaris mustahii seorang -
Bupatr ‘atau . ‘Walikota .. yang ' dipilih.. langsung - oleh “masyarakat
- didaerahnya harus - mempertanggungjawabkan pekerjaannya -kepada -
- kepala daerah lain (Gubernur DKI.Jakarta) sebagaimana :dikehendaki .-
‘dalam. RUU yang dlusulkan DKI ‘tersebut karena tentu bertentangan .
dengan Yu. o

C BN, 32,200& ‘hemang benar telah m'embuk'" 'eiuahg 'Lerbertukn\,a e
: kerjasama antar daerah yang berwu;ud kawasan megapolitan tersebut,

namun tidak dalam _pengertian seperti yang .dikehendaki dajam RUU
‘amendemen UU Na. 34/1999 tentang Pemerintahan DKI lakarta yang
menghendakl kepemlmpman setingkat menterl atas wilayah-wilayah
yang tergabung dalam megapoliten tersebut, secara vuridis tentu tidak
_dimungkinkan cleh UU Np.22/2004 serta UUD 1945 mengingat pasal
18nya menyatakan bahwa pemerintahan d:bagl secara hierarkhis dari
pemerintah - pusat, provinsi, Kkabupaten/kota, kecamatan, dan
kelurahan/desa/sebutan  lainnya.  Konsep kepemimpinan dalam
megapolitan seperti dimaksud di atas tidak dapat diakomodir oleh UU
maupun UUD, Oleh karepanya, pembentukan megapolitan harus
dikembalikan pada semangat koordinasi dan kerjasama antar daerah
sebagaimana diberikan peluangnya oleh UU No.32/2004, vyang
bersendikan pula pade semangat kerjasama saling menguntungkan
sehingga betapapun khususnya UU vyang mengatur Daersh Khusus
Ibukota tersebut, megapolitan harusnya tidak perlu dimasukkan
pengaturannya pada regulasi setingkat UU. Apalagi filosofi dari hakikat
keriasama itu sebenarnya adalah adanya pengakuan atas kesetaraan
peran dan tanggungjawab, sehingga implementast kerjasama antar
daerah itu harusiah sesuatu yang bersifat fakultatif, tidak obligatif,
walaupun dengan mengatasnamakan kekhususan dari Daerah Khusus
tersebut. Lalu dengan apa mengaturnya?

Bab II bagian II tentang Kawasan Khusus, pada pasal 9 (1-6)
dimungkinkan menjadi dasar yuridis pembentukan megapolitan, hanya
saja kawasan Kkhusus dimaksud hanya mungkin dibentuk dalam
wilayah provinsi dan/ atau kabupaten/kota yang selanjutnya akan
diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian pertimbangan
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- 'mtegras; perencanaan wniayah yang sefama ini mengadl aiasan utama
:dibentuknya ‘megapolitan yang lintas . wilayah ini memang t;dak
_dlmungkmkan menggunakan pasal 9 ini. '

' Seiaﬂjutnya bab X ‘tentang Kerjasama r:ian Penyelesalan Persehsman
“lebih rmemungkinkan menjadi dasar: yuridis.. megapolitan. - Pasa) 195

: '___'mf:'negaskan bahwa: (1) “"Dalam rangka meningkatkan kesejshteraan
. rakyat, daerah dapat mengadakan ker;asama dengan daerah. lain

" vang didasarkan - pada pernmbangan -efisiensi dan’ efektivitas
;_"';pelayanan pubhk “sinergi “.dan - saling ‘menguntungkan”; - (2)
. “kerjasama - dimaksud d:wu;udkan ‘dalam -bentuk 'badan kerjasama
-_anrardaerah yang diatur dengan keputusan ‘bersama”. Kemudian ‘pasal
195 ini diperjelas kembali-pada_ pasal 196 dengan memberi penekanan
pada pentingnya kerjasama yang berdampak lintas daerah, sebagai
- berikuti-(1)*Pelaksanaan vrusan pemerintahan yang mengakibatkan
- dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait”,
problemnya pelaksanaan pasal 195-196 ini “harus diatur lebih damﬂu
dengan PP. Dengan demikian, bila pemahaman dan kesadaran daerah-
daerah penyangga ibukota untuk membantu menyelesaikan masalah
ibukota tersebut telah menjadi common platform, maka sebenarnya
tinggal menyatukan langkah untuk mendorong terbentuknya PP
dimaksud karena prosesnya menjadi jauh lebih mudah dan dengan
biaya yang jauh lebih murah daripada harus membuat UU. -

Soal spekulasi bahwa megapolitan akan “mencaplok” wilayah provinsi
lain (amalgamasi) sebenarnya ‘tidak periu ditakuti, mengingat
kalaupun pengaturan megapolitan itu masuk daiam UU  hasil
amendemen UU No.34/1999, maka tidak munakin akan mengubah
wilayah administratif daerah Jain mengingat bahwa wilayah daerah lain
tersebut juga diatur dengan peraturan setingkat UU. Artinya bila
memang megapolitan  benar akan mengubah wilayah maka
amendemen vyang harus dilakukan tidak hanya terhadap UU
No.34/1999 melainkan juga terhadap 2 {dua) UU lain yang mengatur
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
Walaupun atas nama kekhususan DKI mengingat bahwa nilai
kekhususan DKI itu bukan terletak pada wilayahnya, melainkan pada
peran dan fungsinya sebagai Ibukota negara. Berbeda dengan
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"keistinﬂéwaan DI Yoavakarta yang.berdimensi budaya lengkap dengan
'-'..-_wnayahnya seria DI NAD - vang berd:mensn Jhistoris iengkap dengan
E w:layahnya pu!a ' . : g

: "_DKI Jakarta sebagal Kota Inti Megapoi:tan

-_:_Dfr_skurtus mengenai . kekhususan Jakarta sebagaf c_éaér'a'h é(husus.

muncul bertrmgan .dengan. pergalanan usia negara Republik Indonesia,
Secara khusus :diskursus mengenai DKI Jakarta selalu muncul ketika
terjadi perubahan. Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah yang
menjadi- pavung - bagi pengaturan  fungsi  pemerintahan  daerah,
termasuk - DKI  Jakarta.  Dan sepanjang sejerah  perubahan UU
_Pemerintahan Daegrah tersebut, sebanyak itu. pula UU yang mengatur
mengenai DKI Jakarta mengalami perubahan (baca: diperbarui).
Perubahan UU DKI Jakarta itu sendiri kemudian menjadi menarik
perhatian karena perubahannya nyaris selalu terkait dengan daerah
otonom di sekitarnya sehingga perubahannya tentu menjadi pusat
perhatian daerah-daerah lainnya, paling tidak daerah-daerah otonom
yang terkena dampak perubahan tersebut, Demikian pula dengan
perubahan terhadap UU No0.34/1999 yang saat ini tengah digagas
berbarengan dengan ide menjadikan Jakarta sebagai kota Megapolitan.

Definisi kekhususan DKI sejak lama menjadi bahan perdebatan karena
secara teknis memiliki makna kekhususan yang berbeda sebagaimana
dua dasrah kbusus (istimewa) yang ada di Indonesia, vyaitu DI
Yogyakarta dan DI Aceh (NAD). Dalam perspektif histaris sebenarnya
mudan  dipahami bahwa Jakarta menjadi daerah khusus karena
kedudukannya sebagai Ibukota negara, tidak iebih dan tidak kurang.
Namun karena pengaturan kekhususan ini tidak jelas ruang lingkup
pengaturannya di dalam UU maka seringkall menimbulkan perdebatan,
Perdebatan itu sendiri mulai teriadi ketika UU No.18 Tahun 1965
diundangkan menggantikan UU No. 10 Tahun 1964 Tentang Kota Raya
Jakarta. UU No.18/1965 memaknai kekhususan Jakarta dengan
kewenangan untuk melakukan amalgamasi terhadap daerah otonom
tain dengan pertimbangan penyempurnaan terhadap batas-batas
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wrlayahnya dan/ pertumbuhaﬁ dan perkembangannya sebagai ibukota
: negara sebagaimana dapat dISImpU|kan dart makna pasai 2 ayat (2) UU
mt sebagax benkut : R :

i "Ibukota. Negara Repubhk Indones;a Jakarta d/maksucj"...:

' _dalam . Undang-undang No.. 10 Tahun 1964, sebagai .

:_Kotaraya tersebut pada ayat (1) ‘pasal ini, balk bagi . ..
perubahan dan . Penyempurnaan - batas- batas wilayahnya = =
‘maupun mengmgar pertumbuhan dan” perkembangannya
‘dapat mempunyai dalam wrlayahnya daerah-daerab tingksat
lain ataupun pemerintahan dalam.bentuk lain yang sedapat .
mungkin “akan “disesuaikan - dengan. ketentuan-ketentuan
dalam Undang-undang ‘ini yang pengaturannya ditetapkan
dengan Undang- undang

. Pemahaman kekhususan ini tidak ‘pernah ditemukan dalam UU
Pemerintahan Daerah sebelumnya, seperti pernah diatur dalam pasa!
73 UU No.1 Tahun 1956 sebagai berikut: '

"Kotapraja Jakarta Raya yang berhak mengurus rumah
tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1
Tahun 1956 tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kotapraja
menurut ketentuan dalarm pasal 3 "Undang-undang tentang
Pokok-pokok Pemerintahan daerah 19567, akan tetapi
daeral tersebut, sejak mulai berlakunya undang-undang
ini, menjadi kotapraja Jakarts Raya termaksud dalam pasal
2 undang-undang ini.”

Dua fakta inilah vang sebenarnya menjadi pangkal permasalahan
karena perbedaan konsepsi dan pemahaman kekhususan DKI yang kini
seolah nyaris ‘'tak terbatas’. Dan atas dasar alasan empiris ‘itulah
daerah-daerah di sekitar DKI Jakarta cenderung bersikap protektif
terhadap setiap kali rencana perubahan UU yang mengatur DKI
Jakarta, termasuk saat ini. Kendati dalam banyak kesempatan telzh
ditegaskan cleh Gubernur DKI Jakarta bahwa megapolitan tidak berarti
memperiuas wilayah DKI Jakarta, namun tetap saja komitmen ini
diragukan mengingat mind-set ala UU No.18/1965 yang umumnya
dimiliki pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu.

37



Mind-set - ini dapat pula dibuktikan kembali daiam Undang-undang No.
5/1574 tentang Pemerintahan ‘Daerah, dimana pasal 6 UU tersebut
nyaris mengadopsi sepenuhnya semangat 'kekhususan’ sebagaimana
pasal 2 UU No.18/1865, kendaii telah muiai dibatasi pada aspek
pengaturan khusus ' pada manajemen pemerintahan daerahnya yang
dapat berbeda dengan daerah otonom lain pada umL.mnya Pasat 2
Gimaksud be{bunyr

i ”I"'Ukt}ta fvcyma Republik . IﬁuunESm'JaKaJ'fa, rr‘cngrryat
" pertumbuhan - dan . perkembangannya dapat mempunyai
dalam wilayahnya susunan pemerintahan dalam bentuk lain
yang  sejauh  mungkin  disesuaikan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Undang-undang ini, yang pengaturannya
ditetapkan dengan Undang-undang.”

Pembatasan yang jelas terhadap makna 'kekhususan’ yang sama juga
depat kita lihat dalam UU  No.11/1990 mengenai  Susunan
Pemerintahan DKI Jakartaz, serta UU No.34/1999 yang merupakan
manifestasi amanat UU No0.22/19S9 tentang Pemerintahan Daerah.
Sayangnya, pembatasan ruang lingkup kekhususan yang telah mulai
jelas (focused) itu kint mulai diabaikan dengan kambuhnya kembali
egoisme ala UU No.18/1965 sebegaimana ditampakkan dalam pasal 5
ayat (3) RUU-DKI Jakarta sebagai berikut:

“Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
peta  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2),  dapat
dikembangkan sesvai dengan kebutuhan Ibukota neqgara
Republik Indonesia yang akan dituangkan dalam Undzang-
undang tersendiri”

Berangkat dari pemahaman tersebut maka diperiukan penegasan
untuk meluruskan makna kekhususan bagi DKI, karena bagaimanapun
kekhususan DKI adalah tidak sama dengan kekhususan yang dimiliki
DIY dan DI NAD. MNilai kekhususan DKI itu bukan terletak pada
wilayahnya, melainkan lebih pada peran dan fungsinya sebagai
Ibukota negara. Berbeda dengan keistimewaan DI Yogyakarta yang
berdimensi kuitural-historis lengkap dengan wilayahnya, serta DI NAD
yang berdimensi historis lengkap dengan wilayahnya pula. Oleh
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_karenanya kekhususan ttu harus dlieta&kan pada kondor hal-hal yang
berkait ‘dan-menunjang. kekhususan peran dan fun951 DKI sebagal
ibukota negara, bukan kekhususan' yang dimaknai kewenangan untuk

- “boleh meiakukan amalgamasi atas nama kekhususan tersebut. Dalam
7 konteks ini’ rumusan sebagaimana dijelaskan dalam pasai 227 ayati(1,
T 425:.38-b)UU No0.32/1999 tentang Pemerintahan Daerah nampaknya
i relevan untuk d;per*egas sebagar kor;dor yur dlS bagl penyusunan--RUU

@

3

LKL tersebm va:*'* s

Khusus untuk Prowns; Daerah Khusus Tbukota Jakarta
_ _'karena kedudukannya sebagai - Ibukota Negara =
Republik Indones:a dratur dengan undang undang
o tersendfrf, o &
Provinsi ~Daerah ~Khusus Ibukota Jakarta sebagai

" Ibukota Negara berstatus sebaga: daerah otonom, dan
codalam owilayah administrasi ‘tersebut tidak dibentuk
“. daerah yang berstatus otonom; o
CiUndang-undang sebagaimana dimaksud pada avat (1)

memuat pengaturan:
a. Kekhususan tugas, hak, kewafiban, dan tanggung
Jjawab sebagai ibukota negara;

b, tempat  kedudukan perwakilan negara-negara

sahabat;

- .C.. keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarts

dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar;

d. " Kawasan untuk menyelenggarakan fungsi

~ pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh
Pemerintah.

Namun demikian perlu ada rumusan jelas dan tegas mengenai makna
kekhususan yang menyangkut ayat (3 huruf 2), karena penjelasan ayat
tersebut nampaknya belum memberikan batasan yang jelas khususnya
menyangkut hak khusus vang dimlhkl DKI. Kalimat penjelasan ayat
d:maksud adalah sbb
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'_.”Prownsr ‘DKI Jakarta  dalam kedudukan sebagai . :bukota
“pegara memiliki tugas, hak, kewaﬂban, dan. tanggung jawab
tertentu yang. berbeda dengan daerah fafn L S

'._Keberbedaan tugas, hak kewa;nban dar\ tanggung 3awan tertentu -
~inilah: yang “perlu mendapatkan perhatian “Untuk -diredefinis;: di- dalam
“RUU:yang akan dlbahas, tentu mengingat kecenderungaﬂ sebagafmaﬂa

'--'_-dlpaparkan odimuka, suntok ¢ dimaknai sdengan® thakis untuk_'-::

':'-:.'me“gembangkaﬂ ba;as Wiiayaunya dengan aiasan pemembangan dan .o

.:-pertumbuhan -DKI. sebagai . ibukota. “Sebab. bila ‘ini ‘terjadi,  maka -

j_-penyeiesatan +erhacla.:> masaiah yang. dmadap; DKI tidak -akan pernah '

tunias bila perkembangan dan pertumbuhan tersebut hanya dijawab
dengan perubahan batas wilayah sebagaimana diinginkan dalam pasal
5 ayat (3} RUU tersebut, padzhal di sisi lain sudah menjadi sunatuilah
bahwa kebutuhan. akan.ruang itu tidak akan. pernah dapat.dicukupi.

Oteh’ ‘karenanya ‘penegasan terhadap kekhususan ' tersebut harus
dipertegas pada aspek mansjemen pemerintahan, bukan pada aspek
fistk-kewilayzhan, dengan hak khusus untuk memadukan rencana
umum tata ruang daerah sekitarnya sebagaimana. amanat pasal 227
ayat (3 huruf ©) UU No.32/1999 dimaksud di atas.

Batas Wilayah

sebagaimana dijeiaskan di atas, saiah satu permasalahan utama yang
muncul dateam RUU DKI adalah soal batas wilayah di Kepulauan Seribu
yang kemudian mendapat respon keras khususnya dari provinsi
Banten. Respon keras ini muncul diprovekasi oleh kiaim DKI atas
wilayah  Kepulauan  Seribu  sebagai  wilayah  administratifnya
sebagaimana termuat dalam kefentuan peralinan pasal 32 UU
No.34/1599 tentang DKI Jakarta dan ketentuan peralihan pasal 32 RUU
PKI vyang baru diusulkan. Kendati secara vyuridis dengan UU
No.34/1999 Kepulauan Seribu telah menjadi wilayah administratif DKI
Jakarta, namun hal ini dianggap cacat hukum karena menyalahi
ketentuan yang berlaku dalam hukum yang mengatur batas wilayah di
lautan.
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“Sebagaimana - dimaklumi, batas wﬁayah DKI Jakarta sebaga:manc_
d:atur dalam pasai 5 UU No. 34/1999 ac%alah sebagai benkut

'Prowns; Daerah Khusus Ibukota Jakarta mem;lfki batas--
il batast. :
A, {.._sebefah Utara dengan Laut Jawa, i

b, .sebelah. - Tfmur dengan Kabupaten Bekasi_ dan Kota:

. - Bekasi; ‘.. A\
ire, .;_;.-sebelah belatan dengan Kota L)epok dan
: . d..sebelah Bara* d@ngan Kabupaten Tangerang dan Kota
. Tangerang. - DR B

.Berciasarkan pasal 5 tersebut dapat dlmaknat bahwa batas wslayah DKI
-~ Jakarta tidak mencakup Kepulauan Seribu secara keseluruhan, Namun
.o demikian karena wiiayah DKI sebagaimana diatur dalam pasal 7 terdiri
--atas wilayah darat dan laut sejauh 12 mil laut, yang pengukurannya
berdasarkan ketentuan -peraturan perundang-undangan, maka batas
wilayah DKI Jakarta di Laut Jawa adaiah sejauh 12 mil laut yang diukur
dengan garis lurus ke atas peta (arah Utara). Persoalan kemudian
muncul Mmanakala penarikan garis 12 mil laut itu tidak lurus ke .arah
utara laut jawa melainkan ke arah Tenggara laut Jawa ( ke arah
keputauan Seribu) sehingga mengakibatkan Provinsi Banten prakiis
ticak memiliki wilayah laut sejauh 12 mil laut karena Wxiayah DKI
mengembang ke aran tenggara. S

UU No.34/1999 ity .sendiri dignggap tidak konsisten. Pada satu sis
menegaskan batas wilayah DKI di Utarz adalah laut Jawa (pasal 5),
namun pada ketentuan peralihan pasal 32 mengklzim  wilayah
kepulauan | Seribu  sebagai  wilayah  administratifnya. Inilah
permasalahan Uutama yang nampaknya periu mendapat perhatian
serius dan solusi yang adil dan saling menguntungkan baik bagi DKI
lakarta maupun bagi Provinsi Banten.

. Simpulan dan Rekomendasi

Perfu ada cara pandang yang positif dan terbuka dazlem mensikapi
diskursus megapolitan. Cara pandang vyang didasarkan pada
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_xesac%aran dan tanggung}awab bersama ‘bahwa problem kota DKE.
Jakarta itu memang, mustahil diatasa sendiri, Oleh karenanya, menJadl
.'Langgungjawab ‘daerah sekuarnya Untuk - membantu mengatasinya.
Mengatasi: persoa!an DKI - Jakarta :tupun “harus : dilakukan - “secara
“bersama-sama -+ dengan - prinsip " kesetaraan; seh_mgga . tidak
-menimbulkan kesan superioritas -bahkan arcgansi."Ker_en_dahan hati
untlik  mengajak “daerah-lain smemikirkan. nasib ‘ibukota ‘merupakan

Jalan .. keluar: .mengatasi ... ruwetnya _perscalan nbu'kota"Dengan._:-:_..-.

m"'kesadaran dan cara pandang ini, ‘maka. ‘sebenarnya tidak perlu ada
'snkap tolak-menoiak sebagalmana yang sefama ini berkembang

Selanjutnya, guna memperjelas dan memndaklamutn persoalan ink
“perju-dibentuk panitia kecil 'vang terdiri dari unsur DPRD, -akademisi,
~dan’ Pemerintah untuk berkomunikasi intensif dengan pihak-pihak
rerkaitiuntuk selanjutnya. melaporkan hasil. kerjanya. kepada . Pansus
‘Megapolitan dan ‘paripurna DPRD serta Pemerintah.:Dengan cara ini
‘maka diskursus mengenai megapolitan int dapat secara produktif dan
‘bernilai positif memberi kontribusi bagi upaya untuk menyelasaikan

masalaih  ibukota, juga sekaligus mengembangkan kapasitas

antardaerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan dalam
megapolitan tersebut. Semoga ... :
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